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Tahun 2015 ini hari air dunia 
mengambil tema air dan 
pembangunan berkelanjutan. Air 
sangat esensial bagi kesehatan 
manusia, air merupakan bagian 
dari ekosistem, bagi kehidupan 
masyarakat perkotaan, air bersih 
menjadi kebutuhan yang harus 
tersedia setiap waktu. Selain itu 
air berguna untuk pangan dan 
energi. Pada dasarnya air esensial 
bagi kehidupan. Beragam cara 
dilakukan untuk melestarikan 
sumber daya air, mulai menjaga 
daerah hulu, mendorong inovasi 

teknologi, hingga pengelolaan air 
secara terpadu.

Edisi Mei–Juni ini masih 
mengangkat seputar aktivitas 
memperingati kegiatan Hari 
Air Dunia 2015, termasuk di 
antaranya Indonesia International 
Water Week. Beragam topik terkait 
pengelolaan sumber daya air 
dibahas. Di samping kegiatan 
dalam rangka memperingati Hari 
Air Dunia seperti Pameran Hari Air 
Dunia di Waduk Pluit.

Pada kegiatan Pameran Hari 
Air Dunia, juga disepakati dan 
ditandatangani revitaliasi gerakan 
kemitraan penyelamatan air atau 
dikenal GNKPA oleh 8 (delapan) 
kementerian. Melalui gerakan 
ini diharapkan agar masyarakat 
turut serta melestarikan air demi 
pembangunan berkelanjutan. 
Sasaran GNKPA meliputi 108 
Daerah Aliran Sungai (DAS), 
15 danau, dan 29 bendungan 
prioritas. Revitalisasi GNKPA 
meliputi kegiatan penataan ruang, 
penataan pembangunan fisik, 
penatagunaan dan penataan 
kependudukan, konservasi tanah 
dan air serta konservasi sumber 
daya air.

GNKPA merupakan kegiatan 
yang berupaya mendorong 
partisipasi masyarakat. Di sisi 
lain melestarikan air juga dapat 
dilakukan oleh komunitas peduli 
sungai, seperti halnya Komunitas 
Kali Code, Komunitas Kali 
Tambakbayan, Komunitas Kali 
Gajahwong, dan Komunitas Kali 
Winongo, konsep kali bersih dan 
produktif dengan konsep mundur, 
munggah, dan madhep kali dapat 

menjadi alternatif melestarikan air 
bagi generasi selanjutnya.

Kemudian kami juga 
mengucapkan selamat atas 
pelantikan Bapak Ir. Mudjiadi, 
M.Sc sebagai Direktur Jenderal 
Sumber Daya Air Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat. Struktur organisasi baru 
Direktorat Jenderal Sumber Daya 
Air mengalami perubahan dengan 
penambahan pusat bendungan 
dan pusat air baku dan air tanah. 
Diharapkan penambahan struktur 
baru ini Ditjen Sumber Daya Air 
dapat fokus kepada pencapaian 
cita-cita nawacita.

Pada edisi kali ini kami juga 
mengucapkan selamat atas 
pelantikan pejabat eselon 2 
Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air, Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat, 
serta kami mengucapkan selamat 
menjalankan ibadah puasa.

ULASAN UTAMA

4	 Perubahan Iklim 
Mempengaruhi Usia 
Layanan Bendungan

8	 Penurunan Muka Tanah 
Harus Segera Ditangani

10	 Indonesia International 
Water Week 2015: Segera 
Bekerja Nyata untuk Penuhi 
Kebutuhan Air dan Sanitasi 
Rakyat

ULASAN KHUSUS

14	 Menteri PUPR Lantik Pejabat 
Eselon I: Bekerja Dengan 
Ikhlas dan Damai

16	 Kolokium Sumber Daya 
Air 2015: Inovasi Kaum 
Muda Dibutuhkan dalam 
Pengelolaan Sumber Daya 
Air

18	 Teknologi Efisiensi Irigasi
20	 Workshop E-Procurement 

Percepat Lelang Dini
24	 Pelantikan Pejabat Eselon II 

Kemen PUPR: Ciptakan 
Suasana Damai, Indah, 
Penuh Pengampunan Tuhan 
di Lingkungan Kementerian 
PUPR

26	 Sertijab di Lingkungan 
Ditjen SDA Laksanakan Kerja 
Efektif untuk Memenuhi 
Kebutuhan Masyarakat

FOKUS

28	 Menteri PUPR: Kompetensi 
SDM Mendukung 
Percepatan Pembangunan 
Bendungan

30	 Modernisasi Irigasi untuk 
Pengoperasian yang Lebih 
Sederhana, Efisien dan 
Efektif

32	 Kendala Lahan Harus 
Menjadi Perhatian dalam 
Pembangunan Bendungan

INFRASTRUK TUR KITA

34	 Penyediaan Air Baku BWS 
Kalimantan III: Embung 
Bolong

35	 Penyediaan Air Baku BWS 
Kalimantan III: Embung 
Sebatik

36	 Ganti Rugi Pembebasan 
Lahan Jatigede Mulai 
Dibayarkan

S U D U T  PA N DA N G

38	 Mengelola Koridor Sungai

B E R A N DA

42	 Pembina Dharma Wanita 
Kementerian PUPR: 
Teruskan Kegiatan Positif 
untuk Jalin Kekerabatan 
yang Baik

D A F TA R  I S I

E D I T O R I A L

R E DA K S I



MEDIA INFORMASI SUMBER DAYA AIR • ULASAN UTAMA4

U L A S A N  U T A M A

Bumi merupakan tempat tinggal seluruh makhluk hidup yang harus 
dijaga keseimbangannya, karena keseimbangan alam dan manusia saat 
ini sangat sulit. Hal tersebut diperparah dengan banyaknya penggundulan 
hutan yang terjadi di dunia. Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga semakin 
jarang terlihat khususnya di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta. 
Padahal salah satu sumber air adalah dari resapan dan daya tampung 
seperti bendungan dan embung yang harus dijaga kelestariannya dan 
tetap berfungsi.

Sesuai dengan tema Hari Air 
Dunia (HAD) tahun 2015 Air dan 
Pembangunan Berkelanjutan, 
Bendungan Jatibarang 
merupakan contoh infrastruktur 
sumber daya air yang ada 
di Jawa Tengah yang dijaga 
keberadaannya. Bendungan yang 
dapat menampung 20,4 juta m3 
dan memberikan manfaat untuk 
mengurangi debit banjir sebesar 
170 m3/detik, menyediakan air 
baku sebesar 1.050 liter/detik 
serta pembangkit listrik mini 
hydro sebesar 1,5 MW.

PERUBAHAN IKLIM MEMPENGARUHI
USIA LAYANAN BENDUNGAN
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Namun, karena adanya 
perubahan iklim secara global, 
pengalihan fungsi lahan yang 
menyebabkan berkurangnya 
daerah resapan air, dan kurang 
tepatnya rencana pengelolaan 
dan tingginya laju sedimentasi 
dapat mengakibatkan 
berkurangnya umur layanan 
bendungan. “Untuk itu salah satu 
faktor yang harus dipenuhi untuk 
mencapai pembangunan secara 
berkelanjutan adalah dengan 
memperbaiki kualitas lingkungan 
tanpa mengorbankan kebutuhan 
pembangunan ekonomi, budaya, 
dan keadilan sosial,” jelas Direktur 
Jenderal Sumber Daya Air 

Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat, Mudjiadi, 
dalam acara Sosialisasi Peringatan 
HAD XXIII Provinsi Jawa Tengah di 
Semarang, (11/5).

Mengenai konservasi Daerah 
Tangkapan Air (DTA) Bendungan 
Jatibarang dapat dipelihara 
dengan memperhatikan tiga 
indikator konservasi yang baik, 
yaitu rasio debit maksimum dan 
debit minimum yang berada 
di bawah 50, laju sedimentasi 
maksimum 2 mm/tahun dan rasio 
ruang terbuka hijau minimal 30 
persen.

“Kerjasama dan koordinasi 
dengan pihak terkait seperti 
pemerintah daerah dan 
pemerintah kabupaten/kota serta 
masyarakat sangat diperlukan 
agar semua pihak mengerti dan 
memahami pentingnya peran 
serta infrastruktur sumber daya air 
bagi pembangunan berkelanjutan 
dan kehidupan sehari-hari,” ujar 
Mudjiadi.

Dalam kesempatan yang sama 
juga dilakukan pelantikan 
pengurus Himpunan Ahli 
Teknik Hidraulik Indonesia 
(HATHI) cabang Jawa Tengah 
periode 2015–2018. HATHI 
merupakan wadah organisasi 
profesi yang mempunyai 
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tujuan untuk meningkatkan 
kemampuan anggotanya dalam 
mengembangkan, memanfaatkan 
dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di 
bidang Sumber Daya Air guna 
dapat memberi manfaat yang 
maksimal bagi kesejahteraan 
rakyat Indonesia.

Menurut The Annual Report on 
Global Risks pada pertemuan 
Forum Ekonomi Dunia di Davos, 
Swiss bahwa krisis air menempati 
ururan teratas dalam kategori 
5 resiko global yang berdampak 
terhadap kehidupan manusia. 
Terkait dengan hal tersebut, 
Mudjiadi selaku pengurus pusat 
Ketua Umum HATHI mengatakan 
bahwa kita harus mewaspadai 
terjadinya perubahan iklim. Perlu 
diketahui bahwa kegagalan 
melakukan adaptasi perubahan 
iklim termasuk dalam salah satu 
global risks.

“Diharapkan kepada seluruh 
anggota HATHI untuk mencari 
upaya-upaya pencapaian 
ketahanan air, di mana diperlukan 
konsep-konsep dan strategi-
strategi implementasi dalam 
pengelolaan sumber daya 
air yang berkesinambungan. 
Tentunya konsep-konsep dan 
strategi-strategi tersebut harus 
disesuaikan dengan kondisi 
wilayah sungai setempat. HATHI 
cabang Jawa Tengah juga harus 
dapat menyusun konsep-konsep 
dan strategi-strategi yang 
sesuai dengan pola dan rencana 
pengelolaan sumber daya air 
di wilayah sungainya”, tambah 
Mudjiadi. 

Turut hadir dalam acara 
tersebut, Sekretaris Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Air, 
Hartanto, beserta para pejabat 
di lingkungan Ditjen SDA, Wakil 
Gubernur Jawa Tengah, Heru 
Sujatmoko, serta perwakilan dari 
Japan International Cooperation 
Agency (JICA). (dew)
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Tanpa kita sadari tanah yang kita tinggali saat ini semakin menurun setiap tahunnya, maka Jakarta 
tercinta kemungkinan besar akan tenggelam oleh air laut, apabila tidak ditangani dengan cepat. 
Hal tersebut disebabkan karena pembangunan yang terus menerus dilakukan oleh manusia untuk 
meningkatkan taraf hidup serta perekonomian, dan kebutuhan akan infrastruktur yang memadai 
harus diseimbangkan dengan kondisi lingkungan dan alam sekitar, misalnya dengan memperhatikan 
penggunaan air dengan bijak dalam setiap pelaksanaan pembangunan dan juga memperhatikan 
saluran pembuangan air serta mengembalikan lahan terbuka hijau dengan membangun beberapa 
taman, untuk penghijauan kota, agar udara khususnya Jakarta kembali ramah lingkungan dengan 
melakukan beberapa penanaman pohon. Selain itu, penurunan muka tanah tidak hanya disebabkan 
oleh manusia melainkan kejadian alami yang memang sudah seharusnya terjadi pada bumi.

PENURUNAN MUKA TANAH
HARUS SEGERA DITANGANI
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Penurunan muka tanah tidak 
hanya terjadi di Indonesia, 
melainkan hampir seluruh 
dunia juga merasakan hal yang 
sama seperti Amerika, Thailand, 
Belanda, dan Jepang serta 
Italia. Oleh karena itu, berbagai 
negara tersebut duduk bersama 
guna membahas dan mencari 
solusi bagaimana menangani 
penurunan muka tanah, dalam 
acara International Roundtable 
Discussion on Subsidence, Jakarta, 
(26/5).

Dalam beberapa tahun 
belakangan ini—khususnya 
Jakarta Utara—akan tenggelam 

sedalam 3–5 meter di bawah 
permukaan laut dan akan terjadi 
banjir di beberapa wilayah Jakarta 
seperti banjir rob.

Untuk mencegah hal tersebut, 
maka perlu penanganan yang 
cepat. Salah satu solusinya adalah 
menggunakan pompa-pompa 
yang kuat dan sistem drainase 
atau pembuangan air yang 
baik, selain itu pembangunan 
waduk atau bendungan sangat 
diperlukan untuk ketersediaan 
sumber daya air di berbagai 
wilayah di Indonesia.

Mengatasi penurunan muka 
tanah yang berlebihan, 
Pemerintah Indonesia 
melaksanakan pembangunan 
reklamasi yang dilakukan 
di Jakarta Utara dengan 
merehabilitasi pompa air yang 
berada di Waduk Pluit. Karena 
jenis lapisan tanah yang ada di 
Jakarta berjenis tanah lunak, 
maka penurunan yang terjadi 
di Jakarta Utara diprediksi 
penyebabnya adalah abrasi. 

“Untuk menghadapi 
permasalahan penurunan 
muka tanah yang tidak hanya 
terjadi di Jakarta, melainkan di 
beberapa kota di Pulau Jawa 
juga sudah terjadi penurunan 
muka tanah yang mengakibatkan 
banjir seperti yang terjadi di 
Semarang dan Demak. Oleh 
karena itu, pentingnya membahas 
masalah ini secara bersama agar 
mendapatkan jalan keluar dan 
mendapatkan masukan dari 

para peneliti baik dari Indonesia, 
juga dari negara lain sehingga 
akan mengurangi permasalahan 
land subsidence,” ujar Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Basuki Hadimuljono.

Acara International Roundtable 
Discussion on Subsidence 
bertujuan untuk saling 
memberikan komentar dan 
masukan dari masing-masing 
negara yang ikut berpartisipasi 
dan juga mempertemukan para 
pembuat kebijakan dan peneliti 
untuk menjalin komunikasi 
dengan masyarakat Indonesia 
dalam memberikan informasi 
tentang penurunan muka tanah. 
Selain itu, agar Indonesia dapat 
menerapkan teknologi dari 
beberapa negara seperti Jepang 
dan Belanda.

Ada beberapa hasil dan 
kesimpulan yang didapat dari 
diskusi dalam mengurangi 
dampak penurunan muka tanah 
di antaranya adalah dengan 

meminimalisasikan penggunaan 
air tanah dan membentuk tim 
untuk melakukan pengecekan 
secara berkala mengenai 
penurunan muka tanah 
khususnya DKI Jakarta.

Turut hadir dalam acara 
International Roundtable 
Discussion on Subsidence adalah 
Gubernur DKI Jakarta Basuki 
Tjahaja Purnama, Direktur 
Jenderal Sumber Daya Air (SDA) 
Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat, Mudjiadi, 
Sekretaris Direktur Jenderal SDA, 
Hartanto, dan Kepala Badan 
Penelitian dan Pengembangan 
Sumber Daya Air Arie Setiadi 
Moerwanto.

Pada acara International 
Roundtable Discussion on 
Subsidence (25/5), para peserta 
mengunjungi beberapa lokasi 
yang mengalami penurunan 
tanah di Jakarta Utara, yaitu di 
kawasan Pintu Air Jembatan 
Merah dan Waduk Pluit. (anj/kur)
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Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, membuka kegiatan Water, 
Sanitation and Cities Forum 2015 atau yang sering disebut Indonesia 
International Water Week 2015 di Jakarta (27/5). Jusuf Kalla mengatakan 
bahwa air dan sanitasi adalah bagian dari proses kehidupan yang dapat 
menjaga manusia untuk terhindar dari segala penyakit atau bahkan 
kematian. Oleh sebab itu harus betul-betul dijaga aturan mainnya. Air harus 
betul-betul dikelola dengan baik karena air memiliki kekuatan yang jauh 
lebih kuat dari api. Air dalam konteks bangsa ini berarti bahwa bagaimana 
negara mengatur agar air dapat terbagi adil ke seluruh masyarakat. 

Air dan sanitasi merupakan satu 
kesatuan yang penting dalam 
kehidupan. Tanpa sanitasi yang 
baik maka keadaan lingkungan 
akan menjadi kotor, kuantitas dan 
kualitas air akan menurun. Selain 
itu, pembahasan mengenai air 
tidak hanya membahas tentang 
air yang kita minum, melainkan 
juga mengenai bagaimana 
menjaga hutan apabila rusak 
sehingga menyebabkan 
berkurangnya sumber daya air.

“Bicara mengenai air jika kita tidak 
bisa menampung air dengan baik 
maka akan kekurangan air ketika 
musim kemarau datang, namun 

INDONESIA INTERNATIONAL
WATER WEEK 2015:
SEGERA BEKERJA NYATA UNTUK PENUHI 
KEBUTUHAN AIR DAN SANITASI RAKYAT
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sebaliknya bila tidak ada tempat 
untuk menampung air yang 
baik akan terjadi banjir ketika 
musim hujan,” jelas Wakil Presiden 
Republik Indonesia ini lagi.

Jusuf Kalla menambahkan dana 
yang dimiliki oleh Pemerintah 
Daerah agar dialihkan untuk 
sarana dan prasarana sumber 
daya air, sanitasi dan fasilitas 
perkotaan untuk memenuhi 
kebutuhan air dan sanitasi.
 
Diharap JK agar seminar ini 
bukan hanya menjadi seminar 
yang tidak berujung, tanpa ada 
implementasi. Namun seminar 

ini dapat menjadi masukan untuk 
semua pihak agar segera bekerja 
dan berbuat hal nyata. “Tidak 
usah banyak seminar, lakukan 
saja. Nanti makin dihitung makin 
tidak dibikin”, jelasnya yang 
disambut tepuk tangan semangat 
dari para peserta.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki 
Tjahaja Purnama, pada tempat 
yang sama menyampaikan 
bahwa air bersih di Jakarta 

hanya tersedia sekitar 57% dari 
total kebutuhan masyarakat. 
Oleh karena itu Gubernur DKI 
telah memerintahkan jajarannya 
untuk segera menutup air sumur 
dalam karena setiap tahunnya 
selalu terjadi penurunan muka 
tanah di Jakarta. Pernyataan 
tersebut disampaikan Gubernur 
DKI Jakarta dalam sambutannya 
di acara Pembukaan Indonesia 
International Water Week 2015 
(27/6), di Jakarta.

Gubernur DKI meminta hanya 
teknologi terakhir yang 
ditemukan di negara-negara 
majulah yang diterapkan untuk 
Jakarta sebagai salah satu solusi 
dari permasalahan yang dihadapi 
oleh Ibukota negara ini. DKI 
telah meminta kepada Badan 
usaha Milik Negara (BUMD) 
yang bernaung di bawahnya 
agar segera melaksanakan 
tindakan bisnis dan membuat 
sertifikasi. “DKI berterima kasih 
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kepada Pemerintah Pusat RI yang 
telah menghibahkan tanah di 
Kemayoran seluas 11,5 ha untuk 
nanti dibangun dan dijadikan 
rusunawa untuk mengatasi 
permasalahan perumahan dan 
kawasan kumuh di DKI” terang 
Gubernur DKI Jakarta ini di 
hadapan Wakil Presiden Republik 
Indonesia. Gubernur DKI Jakarta 
berkeinginan agar Jakarta dapat 
bebas dari kawasan kumuh. 
Nantinya rusunawa yang ada di 
DKI Jakarta juga dipersiapkan 
menjadi kawasan permukiman 
terpadu, yang memiliki akses 
sangat mudah ke area publik serta 
mudah sekali untuk mendapat 
akses kendaraan umum. 

Direktur Jenderal Cipta Karya 
Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat Andreas 
Suhono mengatakan bahwa 
acara Water, Sanition and Cities 
Forum and Exhibition 2015 
merupakan kegiatan internasional 
terbesar terkait pengembangan 
air, sanitasi dan permukiman 
perkotaan. “Acara ini pertama kali 
dilaksanakan tahun ini, namun 
kegiatan ini merupakan perluasan 
dari kegiatan Indo Water Expo and 
Forum yang telah dilaksanakan 
sejak tahun 2005 dan Indonesia 
International Water Week (IIWW) 
yang sudah dilaksanakan sejak 
tahun 2013,” jelas Andreas.

Di samping itu, Water, Sanitation 
and Cities Forum and Exhibition 
2015 juga mencakup bagian 
dari kegiatan peringatan Hari 
Air Dunia 2015 serta menjadi 
acara puncak dari rangkaian 
kegiatan persiapan yang telah 
dilaksanakan pada tahun 2014, di 
antaranya Stakeholders Forum of 
Indonesia International Water Week 
(SF-IIWW) yang dilaksanakan 
Mei 2014 di Surabaya, Indonesia 
Water Learning Week (IWLW) yang 
dilaksanakan bulan November 
2014 di Jakarta, dan Stakeholders 
Forum Habitat yang dilaksanakan 
Oktober 2014 di Jakarta serta 
Youth Forum on Habitat yang 
dilaksanakan Oktober 2014 di 
Jakarta

Kegiatan yang bertemakan 
“Water and Sanitation towards 
Sustainable Development” ini 
diharapkan dapat menjadi 
wadah pertemuan bagi para 
pakar, praktisi, akademisi, donor 
dan profesional, baik dari dalam 
maupun luar negeri, untuk dapat 
saling bertukar pengetahuan, 
pengalaman, dan perkembangan 
teknologi, serta bekerjasama 
dalam menciptakan inovasi baru 
untuk menjawab tantangan 
global di sektor air, sanitasi dan 
permukiman perkotaan,” kata 
Andreas.
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Kepala Badan Penelitian dan 
pengembangan Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PU-PR) Arie Setiadi 
Moerwanto mengharapkan, 
dalam Water, Sanitation and Cities 
dapat terciptanya sinergi antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah 
termasuk antara Pemerintah 
dengan Non-Pemerintah seperti 
lembaga donor, swasta, dan 
juga masyarakat sebagaimana 
diamanatkan dalam Undang-
Undang No.23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah, 
penyediaan air minum dan 
prasarana sarana sanitasi.

Harapan tersebut disampaikan 
Kepala Badan Penelitian dan 
pengembangan Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PU-PR) Arie Setiadi 
Moerwanto saat menutup 
kegiatan Water Sanitation Toward 
Sustainable Development, di 
Jakarta Convention Center (29/5).

Lebih lanjut dikatakan, dalam 
penyediaan air minum dan 
prasarana sarana sanitasi 
merupakan urusan yang dibagi 
bersama antar tingkatan dan/atau 

susunan pemerintahan dengan 
memiliki tujuan yang sama 
sehingga terjadi keterpaduan 
untuk mengoptimalkan dampak 
positif sinergi pembangunan air 
minum, sanitasi, dan pemukiman 
perkotaan.

Sementara itu Direktur 
Pengembangan Air Minum Dirjen 
Cipta Karya Kementerian Umum 
dan Perumahan Rakyat (PU-PR), 
M. Natsir mengatakan, kegiatan 
Indo Water Energy Expo and Forum 
2015 yang merupakan pameran 
terkait teknologi air minum, air 
limbah, dan energi terbarukan 
diikuti kurang lebih sebanyak 449 
peserta dari 15 negara.

Dikatakannya, pemenuhan 
kebutuhan masyarakat perkotaan 
akan air minum dan sanitasi 
menghadapi berbagai tantangan 
termasuk bencana alam. Hal 
lain yang menarik dalam 
pelayanan air minum dan sanitasi 
yaitu bukannya bagaimana 
memilih atau memprioritaskan 
di perkotaan atau pedesaan 
akan tetapi bagaimana dapat 
memenuhi kebutuhan seluruh 
lapisan masyarakat. (tim)

PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
MEMERLUKAN SINERGI SEMUA PIHAK
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U L A S A N  K H U S U S

Dalam rangka mendukung kemajuan dan peningkatan kinerja di 
lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(Kementerian PUPR), Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono melantik 11 
Pejabat Eselon I dan Staf Ahli Menteri PUPR di Kementerian PUPR, Jakarta, 
(5/5).

“Sumpah jabatan yang diucapkan 
merupakan sebuah janji suci yang 
sakral, bukan hanya perayaan 
seremonial saja,” jelas Basuki

Dalam pekerjaan ada dua 
aspek yang sangat penting, 
yaitu ikhlas dan damai. Ikhlas 
dalam menjalani pekerjaan 
tidak hanya menjalankan tugas 
pokok dan fungsi (tupoksi) 
melainkan harus lebih dari yang 
ada pada tupoksi, dan yang 
kedua adalah kedamaian dalam 
bekerja sehingga dapat melayani 
masyarakat dengan baik.

MENTERI PUPR LANTIK PEJABAT ESELON I: 
BEKERJA DENGAN IKHLAS DAN DAMAI
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Basuki berpesan secara khusus, 
agar para Pejabat yang dilantik 
dapat menghindari praktik 
korupsi dan tidak menerima 
imbalan dalam bentuk apapun 
untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu karena 
adanya imbalan. Menteri PU 
juga menyatakan agar para 
pendamping para pejabat yang 
baru dilantik tersebut agar 
turut mendukung gaya hidup 
sederhana dan mengedepankan 
kejujuran dalam menjalankan 
amanah yang telah dipercayakan. 
Hal ini harus dilakukan agar tidak 
akan ada pejabat di lingukungan 
Kementerian PUPR terjebak 

dalam praktek korupsi yang 
dapat merusa karir Pejabat 
yang bersangkutan. “Tetaplah 
dengan istikomah, mendampingi 
suami atau istrinya bertugas 
menjalankan tugas negara,” tegas 
Basuki lagi.

Adapun pejabat yang dilantik 
dari Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air adalah Ir. Mudjiadi, 
M,Sc sebagai Direktur Jenderal 

Sumber Daya Air dan Dr. Ir. Arie 
Setiadi Moerwanto, M. Sc sebagai 
Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kementerian 
PUPR.

Turut hadir dalam acara tersebut 
perwakilan Pimpinan Komisi V 
DPR RI Michael Wattimena, 
petinggi Partai Golkar Akbar 
Tanjung, yang merupakan salah 
satu tamu kehormatan, di mana 

dirinya pernah menjabat sebagai 
Menteri Negara Perumahan 
Rakyat pada masa Kabinet 
Pembangunan VI di tahun 1993–
1998 pada era kepemimpinan 
Soeharto. Hadir pula mantan 
Kepala Badan Intelejen Negara, 
Hendro Priyono, serta tamu 
undangan pejabat Eselon II di 
lingkungan Kementerian PUPR.
(anj)
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U L A S A N  K H U S U S

Pusat Litbang Bidang Sumber Daya Air menggelar kegiatan Kolokium 
hasil Litbang Sumber Daya Air tahun 2015 yang bertema “Peran Litbang 
Sumber Daya Air dalam Menunjang Pembangunan Berkelanjutan menuju 
Kedaulatan Pangan dan Energi” yang digelar pada tanggal 18–21 Mei 2015 
di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan kolokium ini juga dilakukan dalam rangka 
memperingati Hari Air Dunia ke-23 yang bertema “Air dan Pembangunan 
Berkelanjutan”. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 
terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya 
air di Indonesia dalam menyebarluaskan hasil litbang kepada masyarakat 
luas, serta ajang bertukar pikiran antar para peneliti, pengambil kebijakan, 
akademisi dan praktisi dalam rangka pengelolaan sumber daya air.

Salah satu rangkaian yang 
terdapat dalam kegiatan 
Kolokium ini adalah adanya 
kegiatan sosialisasi dan konsultasi 
permasalahan bidang sumber 
daya air (home doctor). Home 
doctor merupakan salah satu 
rangkaian kegiatan pelayanan 
advis teknis bidang sumber daya 
air dan didukung oleh tim tenaga 
ahli, laboratorium pengujian, 
serta teknologi hasil litbang. 
Home Doctor adalah konsep baru 
dalam pemberian layanan advis 
teknis, di mana pada pemberian 
layanan ini para stakeholder 
yang memiliki permasalahan di 

KOLOKIUM SUMBER DAYA AIR 2015:
INOVASI KAUM MUDA DIBUTUHKAN DALAM 
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
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bidang sumber daya air diundang 
ke Puslitbang SDA untuk 
berkonsultasi langsung dengan 
ahli terkait. Keterkaitan antara 
air dan energi dalam rangka 
mengendalikan ketersediaan air 
dan energi sesuai dengan agenda 
pembangunan berkelanjutan.

Dalam kolokium bidang sumber 
daya air di Puslitbang Air tahun 
2015 ini sebanyak 727 makalah 
dari 576 sekolah yang berasal 
dari 2.120 siswa dari 32 propinsi 
di Indonesia telah masuk ke meja 
penilai. Bahkan ada juga yang 
berasal dari Bangkok, Thailand. 

Dalam sambutan Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (Menteri PUPR) yang 
dibacakan oleh Direktur 
Jenderal Sumber Daya Air, 
Mudjiadi, disampaikan bahwa 
inovasi dikembangkan karena 
perkembangan negara sangat 
bergantung pada generasi 
muda yang mengembangkan 
kompetensi dan inovasi. Tanpa 
inovasi terutama yang datang 
dari pikiran-pikiran kaum muda, 
pembangunan Indonesia ke 
depan hanyalah ilusi. 

Menteri PUPR sangat 
mengharapkan langkah-langkah 

yang terintegrasi terutama dalam 
hal penghematan dan daur ulang 
air. “Ke depan diharapkan terus 
ada komitmen untuk mendorong 
hasil-hasil litbang yang telah diuji 
di lapangan jelas”, jelas Mudjiadi 
lagi.

Sementara itu di tempat 
yang sama, Ir. Hari Suprayogi, 
M.Eng, Direktur Bina Operasi 
dan Pemeliharaan Ditjen SDA, 
yang membacakan sambutan 
dari Kabalitbang Kemen PUPR, 
mengatakan bahwa ketahanan 
air sebagai backbone untuk 
pertumbuhan energi dan 
kedaulatan pangan. Tantangan 

air saat ini adalah kerap terjadinya 
konflik kepentingan manusia 
dan air. Ego sektoral sangat kuat 
dengan hanya berorientasi pada 
pertumbuhan ekonomi, sehingga 
mengesampingkan unsur-
unsur yang kerap hubungannya 
dengan lingkungan hidup. “Oleh 
karena itu tata kelola sumber 
daya air yang efektif diperlukan 
sebagai pemecah konflik 
kepentingan manusia dan air, 
yang dibarengi dengan ketegasan 
dalam penegakan hukum 
dan pertumbuhan ekonomi 
secara proporsional”, jelas Hari 
Suprayogi. (nan)
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U L A S A N  K H U S U S

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air 
irigasi untuk menunjang pertanian. Ada beberapa jenis irigasi, yaitu 
irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, dan irigasi pompa 
serta irigasi tambak. (Kamus Istilah Bidang Pekerjaan Umum, Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi)

Seiring berjalannya waktu, 
kebutuhan untuk irigasi sangat 
diperlukan guna meningkatkan 
produksi padi di Indonesia. 
Direktorat Jenderal Sumber Daya 
Air (Ditjen SDA) Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (Kementerian PUPR) akan 
melaksanakan pembangunan 1 
juta ha jaringan irigasi baru dan 3 
juta ha rehabilitasi jaringan irigasi.

TEKNOLOGI EFISIENSI IRIGASI
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Dalam pelaksanaan 
pembangunan dan rehabilitasi 
irigasi baru, perlu didukung 
dengan kesiapan teknis yang 
matang, ketersediaan Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang 
memadai (jumlah dan kualitas), 
dan ketersediaan pendanaan 
yang cukup untuk melaksanakan 
pembangunan dan rehabilitasi.

Setiap pembangunan dan 
rehabilitasi yang dilakukan oleh 
Ditjen SDA akan mengkaji atau 
melakukan beberapa penelitian 
dalam hal modernisasi dan 
teknologi irigasi. 

Seperti yang telah dilakukan 
oleh Balai Irigasi Pusat Penelitian 
dan Pengembangan Sumber 
Daya Air, Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat adalah Pengembangan 
Teknologi untuk Efisiensi Irigasi.
Dengan melakukan 
pengembangan teknologi 
pintu air dilakukan dengan 
menggunakan Glass Fiber 
Reinforce Polymer (GFRP) dan 
mengembangkan konsep 
elektromekanisnya. Sistem 
penggerak elektromekanis pada 
pintu air irigasi menggunakan 
tipe pneumatic linier.

Selain pemasangan sistem 
penggerak elektromekanis 
pada pintu air, adalah dengan 

memasang jaringan pipa yang 
dirancang dengan sistem 
pendistribusian dengan 
mengandalkan tekanan gravitasi. 

Kelebihan dalam menggunakan 
irigasi pipa adalah efisiensi 
penyaluran tinggi, operasi dan 
pemeliharaan mudah dan murah, 
distribusi air lebih cepat dan 
terukur, kualitas air sepanjang 
penyaluran terjaga, air hanya 
diambil pada saat dibutuhkan, 
dan pelaksanaan konstruksi 
lebih cepat dan mudah, serta 
menghemat penggunaan lahan.

Komponen jaringan pipa untuk 
bangunan pengumpul adalah 
trashrack, pelimpah, saringan 
sampah, perangkap sedimen, dan 
intake pengambilan. Dan untuk 

saluran pipa pipa utama (primer), 
pipa pembagi (sekunder), dan 
pipa lateral (tersier). Sedangkan 
untuk komponen pelengkap 
adalah dengan pelepas udara 
(air vent), penguras (wash out), 
bangunan pelepas tekan (BPT), 
pengatur debit, alat ukur debit, 
dan alat ukur tekanan.

Penerapan jaringan pipa 
dirancang dengan sistem 
pendistribusian dengan 
mengandalkan tekanan gravitasi. 
Jenis pipa yang digunakan adalah 
pipa polivinil chloride (PVC). 
Pendistribusian dimulai dari 
bangunan pengumpul, saluran 
primer, pipa sekunder, pipa 
tersier dan terakhir dialirkan pada 
masing-masing petak sawah.(anj)
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Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(Kementerian PUPR) sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku 
mulai dari Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri, dan Keputusan 
Menteri PUPR serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang 
juga mengatur proses pengaturan barang/jasa.

Pada tahun 2002, Kementerian 
PUPR telah mengembangkan 
sistem pengadaan barang/jasa 
secara elektronik, yaitu sistem 
e-Procurement (e-Proc) yang 
dikembangkan dan diterapkan 
secara bertahap mulai dari proses 
Copy to Internet (CTI).

“Adapun CTI yang dikembangkan 
adalah semi e-proc, semi e-proc 
plus sampai dengan full e-Proc,” 
jelas Direktur Bina Program 
Direktorat Jenderal Sumber Daya 
Air (Ditjen SDA), Widiarto, dalam 
acara Pelatihan E-Procurement 
Tahun Anggaran 2015 di 
Yogyakarta, (18/5).

WORKSHOP E-PROCUREMENT
PERCEPAT LELANG DINI
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Maksud dari sistem pengadaan 
barang/jasa secara elektronik 
adalah sebagai bentuk 
keterbukaan informasi dalam 
proses kegiatan pelaksanaan 
pembangunan di bidang dan 
prasarana ke-PUPR-an, wujud 
penerapan good governance 
yang menjadi tugas dan 
kewajiban pemerintah dalam 
pelaksanaan pembangunan, dan 
upaya pemerintah untuk terus 
mendukung keterlibatan publik 
atau masyarakat dalam program 
dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam kurun waktu sepuluh 
tahun belakangan ini 
Kementerian PUPR juga telah 
berkomitmen untuk melakukan 
suatu proses pengadaan 
secara transparan dalam 
pelaksanaan belanja negara 
guna mempercepat pelaksanaan 
pembangunan melalui 
pemanfaatan teknologi informasi.

Widiarto mengatakan hal 
tesebut sudah sesuai dengan 
Perpres Nomor. 4 Tahun 2015, 
Pasal 108 bahwa K/L/D/I akan 
menggunakan Sistem Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Secara 
Eletronik (SPSE) yang akan 
dikembangkan oleh Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah (LKPP). “Maka 
diperlukan perubahan dari sistem 
e-Procurement PUPR kedalam 
SPSE yang sudah dikembangkan 
oleh LKPP,” lanjut Widiarto.

Menindaklanjuti arahan Menteri 
PUPR terkait lelang dini yang 
disampaikan Presiden Republik 
Indonesia tentang Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara 2016 yang akan 
dilaksanakan pada Agustus 2015, 
khususnya pada kegiatan yang 
diprioritaskan, yaitu kegiatan 
yang bersifat pasti dan sudah siap.

Maka dari itu, setiap Satuan 
Kerja atau Satuan Non Vertikal 
diwajibkan untuk dapat 
menyelenggarakan pengadaan 
barang/jasa pemerintah dengan 
menggunakan SPSE yang 
dikembangkan oleh Lembaga 
Kebijakan Pengadaaan Barang 
atau Jasa Pemerintah (LKPP). 
“Hal tersebut sesuai dengan 
amanat Perpres RI No. 4 Tahun 
2015 dan memberikan dukungan 
berupa data yang benar dari para 
Satker/Kepala SNVT dan Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK) kepada 

petugas pelaksana untuk di 
inputkan kedala aplikasi sistem 
e-Procurement,” ujar Widiarto.

Dengan diberlakukannya 
proses Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah secara elektronik ini, 
maka menjadi sangat perlu untuk 
diselenggarakannya kegiatan 
Workshop e-Procurement ini baik 
kepada Satker, PPK, Pokja maupun 
Pejabat Pengadaan di lingkungan 
Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air, akan tetapi mengingat 
keterbatasan anggaran yang ada 
kegiatan workshop ini baru dapat 
dilaksanakan untuk para petugas 
e-Procurement dari setiap Satker/
SNVT.

Hal ini dimaksudkan untuk 
memberikan pemahaman 
dan keterampilan bagi 
petugas e-Procurement dalam 
mengoperasikan SPSE yang 
dikembangkan LKPP yang saat ini 
sudah tersedia sistem SPSE versi 
3.6 dan versi 4.0,

Kegiatan ini diikuti oleh 184 
peserta, yang terdiri dari 10 satker 
pusat dan 148 satker balai dan 
SNVT, serta 28 SKPD TP-OP. Hasil 
yang diharapkan dari kegiatan 
workshop ini adalah agar para 
petugas e-Procurement Satker/
SNVT/SKPD mampu menjalankan 
proses pengadaan barang/jasa 
tahun 2016 serta menginput data 
ke dalam sistem SPSE dengan 
baik dan benar.(anj/idr)
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I N F O G R A F I S PETA JAWA – BALI
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PETA JAWA – BALI
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U L A S A N  K H U S U S

“Sumpah jabatan adalah sebuah janji suci dan sakral. Para pejabat 
yang dilantik nantinya akan menjadi bagian penting yang membawa 
Kementerian ini dalam keadaan damai, indah dan penuh pengampunan 
dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan pengampunan-Nya, kita 
semua dapat bekerja dengan produktif”, demikian sekilas sambutan 
yang disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 
Basuki Hadimoeljono, saat melantik jajaran pejabat eselon II di lingkungan 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), 
(16/6). 

Pelantikan pejabat ini 
dilaksanakan berdasarkan 
Surat Keputusan Menteri PUPR 
Nomor 334/KPTS/M/2015 
tentang Pemberhentian dan 
Pengangkatan Dari dan Dalam 
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 
di Lingkungan Kementerian PUPR.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono 
mengungkapkan pelantikan dan 
pengambilan sumpah jabatan 
para pejabat Eselon II tersebut 
merupakan amanah yang harus 
dilaksanakan dengan baik dan 
dapat dipertanggungjawabkan 
kepada Tuhan.

PELANTIKAN PEJABAT ESELON II
KEMEN PUPR:
CIPTAKAN SUASANA DAMAI, INDAH,
PENUH PENGAMPUNAN TUHAN 
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR
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Lebih lanjut, Basuki 
menambahkan bahwa dirinya 
meminta kepada para pejabat 
yang baru dilantik ini untuk bisa 
bekerja dengan baik sebagai 
sebuah tim kerja serta mampu 
mendukung kinerja pimpinannya, 
yakni pejabat Eselon I yang telah 
dilantik sebelumnya. Selain 
itu, dirinya juga berharap agar 
suasana kerja bisa dibuat dengan 
nyaman baik oleh pimpinan 
maupun staf yang bekerja 
sehingga produktivitas kerja bisa 
lebih ditingkatkan lagi.

Menteri PUPR berpesan kepada 
pendamping para pejabat 
baik yang mendapat promosi 
maupun yang ditempatkan 
di unit kerja baru untuk tetap 
memberikan dukungan sebaik-
baiknya. Disampaikan kembali 
oleh Menteri PUPR kepada para 
pendamping, istri maupun suami 
dari pejabat yang dilantik untuk 
selalu mengingat agar tetap 
hidup dalam kesederhanaan dan 
apa adanya.

“Jangan sampai pola hidup 
sederhana yang telah dijalani 
selama ini berubah hanya karena 
dilantik sebagai pejabat negara. 
Jangan ada yang merasa lebih 
tinggi dari yang lain karena 
jabatan hanya sebuah amanah. 
Saya percaya pejabat baru ini 
bisa bekerja lebih keras, bergerak 
lebih cepat dan bertindak lebih 
tepat,” tuturnya. Menteri PUPR 
mengingatkan dengan tegas 
bahwa saat ini tidak ada lagi 
istilah “pohon tinggi namun 
buahnya jarang”, dikarenakan 
semua jabatan memiliki peran 
yang sama. (nan/kur)

Berikut Pejabat Eselon II di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang 
dilantik:

1.	 Hartanto, sebagai Sesditjen SDA
2.	 Agus Suprapto Kusmulyono, sebagai Direktur Bina Penataan SDA 
3.	 Widiarto, sebagai Derektur Pengembangan Jaringan SDA
4.	 Hari Suprayogi, sebagai Direktur Sungai dan Pantai
5.	 Adang Saf Ahmad, sebagai Direktur Irigasi dan Rawa
6.	 Lolly Matina Martief, sebagai Direktur Bina Operasi dan 

Pemeliharaan
7.	 Imam Santoso, sebagai Kepala Pusat Bendungan
8.	 Dwi Sugiyanto, sebagai Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku
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U L A S A N  K H U S U S

Pelaksanaan serah terima Jabatan dilaksanakan di lingkungan Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Air. Kegiatan ini turut disaksikan dan dipimpin oleh 
Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA), Mudjiadi (17/6). Beberapa 
pejabat eselon II yang melaksanakan serah terima jabatan yaitu, dari 
pejabat lama Direktur Sungai dan Pantai, Imam Santoso kepada pejabat 
yang baru, Hari Suprayogi. Dari pejabat lama Direktur Bina Penatagunaan 
Sumber Daya Air, Arie Setiadi Moerwanto, kepada pejabat yang baru, Agus 
Suprapto Kusmulyono. Selanjutnya adalah, dari pejabat lama Direktur Bina 
Operasi dan Pemeliharaan, Hari Suprayogi, kepada pejabat yang baru, 
Lolly Matina Martief. Sementara itu, pejabat baru Direktur Irigasi, Adang 
Saf Ahmad, melaksanakan serah terima jabatan kepada Dwi Sugiyanto, 
yang baru menjabat sebagai Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku. 

Dalam sambutannya, Dirjen 
SDA menyampaikan bahwa 
pelaksanaan Serah Terima Jabatan 
tingkat eselon II di lingkungan 
Ditjen SDA ini merupakan 
kegiatan akhir dari proses seleksi 
penempatan eselon II pejabat 
Pratama. Oleh karena itu Dirjen 
SDA mengharapkan dukungan 
dari seluruh jajaran eselon III yang 
turut hadir untuk turut membantu 
para eselon II dalam proses 
pengambilan keputusan yang 
tepat. Mudjiadi mengingatkan 
kembali beberapa hal penting 
yang sehari sebelumnya telah 
disampaikan oleh Menteri 

SERTIJAB DI LINGKUNGAN DITJEN SDA
LAKSANAKAN KERJA EFEKTIF UNTUK 
MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT
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Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR). Dikatakannya, 
bahwa terdapat lima poin 
penting untuk dikedepankan 
dalam melaksanakan tugas 
dan tanggung jawab di jajaran 
Kementerian PUPR yakni; pola 
kerja, peningkatan kinerja, 
melaksanakan revolusi mental 
terkait Aparatur Sipil Negara 
(ASN), melaksanakan efektivitas 
program kerja, dan selalu berhati-
hati terhadap segala bentuk 
kriminalisasi yang mungkin ada, 
terutama dalam hal yang terkait 
kontrak kegiatan pembangunan.

Menyoal pola kerja yang 
harus dirubah, Dirjen SDA 
mengharapkan suatu sistem 
kerja yang smart, serta selalu 
menjalankan dan menularkan 
semangat kerja yang militan. 
Berekomunikasi yang efektif 
dan aktif dengan para 
stakeholders yang ada di dalam 

lingkungan kerjanya juga perlu 
dilaksanakan. “Hal ini tidak bisa 
dilepaskan karena semua saling 
berhubungan satu dan lainnya”, 
jelas Mudjiadi.

Disampaikan pula mengenai 
efektifitas program, Dirjen SDA 
menegaskan bahwa dalam 

menyusun program kerja harus 
dengan asas kemanfaatan 
untuk masyarakat dengan 
meminimalisir dampak negatif 
bagi masyarakat sebagai akibat 
dari pelaksanaan kegiatan 
pembangunan infrastruktur. (nan/
kur)

Berikut Pejabat Eselon II di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang dilantik:
1.	 Hartanto, sebagai Sesditjen SDA
2.	 Agus Suprapto Kusmulyono, sebagai Direktur Bina Penataan SDA 
3.	 Widiarto, sebagai Derektur Pengembangan Jaringan SDA
4.	 Hari Suprayogi, sebagai Direktur Sungai dan Pantai
5.	 Adang Saf Ahmad, sebagai Direktur Irigasi dan Rawa
6.	 Lolly Matina Martief, sebagai Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan
7.	 Imam Santoso, sebagai Kepala Pusat Bendungan
8.	 Dwi Sugiyanto, sebagai Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku
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F O K U S

Untuk terciptanya suatu percepatan pembangunan dan pengelolaan 
bendungan yang berkelanjutan, diperlukan pertukaran informasi antar 
stakeholders, pengalaman, inovasi dan strategi, teknologi terbaru 
dan lainnya. Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan 
fungsi bendungan akan senantiasa memotivasi untuk terus berusaha 
memaksimalkan kinerja dan pengabdian dalam bekerja terutama dalam 
bidang bendungan demi kesejahteraan bangsa.

“Salah satu visi pemerintah saat 
ini dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional adalah 
ketahanan air, ketahanan 
pangan dan ketahanan energi,” 
ujar Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat, Basuki 
Hadimuljono, dalam acara 
Seminar Nasional Bendungan 
Besar Tahun 2015 dengan tema 
Pembangunan dan Pengelolaan 
Bendungan Dalam Rangka 
Kedaulatan Air Untuk Mendukung 
Ketahanan Pangan dan Energi, 
Kupang, (28/5).

MENTERI PUPR:
KOMPETENSI SDM MENDUKUNG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN BENDUNGAN
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Potensi sumber daya air 
di Indonesia kurang lebih 
mencapai 3.900 miliar meter 
kubik setiap tahunnya dan 
Indonesia menempati posisi 
ke-5 di dunia dalam hal potensi 
cadangan air. Namun dari jumlah 
tersebut hanya 25% yang bisa 
dimanfaatkan untuk berbagai 
kebutuhan seperti irigasi, 
kebutuhan air baku, dan industri.

Basuki menambahkan tingginya 
potensi sumber daya air di 
Indonesia merupakan anugerah 
untuk Indonesia. Pembangunan 
dan pengelolaan bendungan 
yang berkelanjutan merupakan 

salah satu upaya untuk 
memanfaatkan potensi sumber 
daya air tersebut. “Utamanya 
adalah dengan pembangunan 
dan pengelolaan bendungan 
dapat mendukung terwujudnya 
kedaulatan air yang akan 
mendukung ketahanan pangan 
untuk Indonesia,” lanjut Basuki.

Dalam proses pembangunan 
dan pengelolaan bendungan 
harus selalu berdasarkan pada 
prinsip dan konsepsi keamanan 
bendungan yang terdiri dari tiga 
pilar, yaitu keamanan struktur; 
operasi, pemeliharaan dan 
pemantauan; dan kesiapsiagaan 
tindak darurat. Selain 
memberikan manfaat untuk 
irigasi, air baku, pembangkit listrik 
tenaga air (PLTA) dan pengendali 
banjir, namun memiliki potensi 
yang membahayakan di bagian 
hilirnya. Maka keamanan 
bendungan tetap harus 

menjadi prioritas utama dalam 
pembangunan dan pengelolaan 
bendungan.

Dalam lima tahun ke depan 
Pemerintah Indonesia melalui 
Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air, Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
akan membangun 49 Bendungan 
untuk mempercepat terwujudnya 
infrastruktur air yang akan 
mendukung terwujudnya proses 
kedaulatan pangan.

“Untuk mendukung percepatan 
pembangunan bendungan, tentu 
perlu didukung oleh kualitas 
Sumber Daya Manusia yang 
berkompeten di bidangnya. Pada 
tahun ini telah diadakan pelatihan 
untuk insinyur muda yang terkait 
dengan pembangunan dan 
pengelolaan bendungan,” lanjut 
Basuki.

Sampai saat ini pelatihan terkait 
pembangunan dan pengelolaan 
bendungan masih terus berlanjut. 
Dengan adanya pelatihan 
tersebut akan menciptakan insan 
bendungan yang berkualitas 
sehingga tercipta pembangunan 
dan pengleolaan bendungan 
yang baik dan berkelanjutan.

Basuki melanjutkan segala upaya 
untuk mempertahankan serta 
meningkatkan fungsi bendungan 
selalu memotivasi diri kita untuk 
terus berusaha memaksimalkan 
kinerja dan pengabdian 
dalam bekerja pada bidang 
bendungan demi kesejahteraan 
bersama. Selain itu, untuk 
menciptakan suatu percepatan 
pembangunan dan pengelolaan 
bendungan yang berkelanjutan, 
diperlukan pertukuran informasi, 
pengalaman dan inovasi dan 
strategi, serta teknologi terbaru.
(dan)
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F O K U S

Untuk menjawab tantangan yang terjadi di bidang irigasi, Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Air melalui Direktorat Irigasi melaksanakan 
Workshop Modernisasi DI Rentang Lesson Learned Desain dan Metodologi 
Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi di Pendopo Sapta 
Taruna (4/6) Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Kepala Balai Besar 
Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai serta seluruh Sartuan Kerja se-
Indonesia.

Tujuan diadakannya kegiatan ini 
juga dalam rangka peningkatan 
kualitas manajemen air dan 
irigasi di Indonesia yang nantinya 
turut menunjang hasil produksi 
pertanian di Indonesia.

Direktur Jenderal Sumber Daya 
Air (Dirjen SDA), Mudjiadi, 
mengatakan bahwa ada tiga 
permasalahan besar dalam hal 
irigasi yakni seputar air, jaringan 
dan manajemen air. Dalam hal air 
dan irigasi, menurut pandangan 
Dirjen SDA ada lima hal yang 
penting dikedepankan, seperti 
bagaimana penyiapan keandalan 
penyediaan infrastruktur irigasi 

MODERNISASI IRIGASI
UNTUK PENGOPERASIAN YANG LEBIH 
SEDERHANA, EFISIEN DAN EFEKTIF
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melalui peningkatan daya 
tampung air serta meningkatkan 
efisiensi. Dikatakan Mudjiadi, 
“dalam lima tahun ke depan 
target kita (Ditjen SDA) akan 
menjadi 15%, dengan kata lain 
harus dapat meningkatkan 
sekitar 350.000 ha lahan irigasi. 
Namun, sebenarnya target ini 
lebih rendah dari target Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM) yang menargetkan 
peningkatkan 9%, atau dari 11% 
ke 20% dengan perhitungan 
peningkatkan seluas 650.000 ha”. 

Di masa mendatang, irigasi akan 
dibagi menjadi dua hal, yakni 
irigasi premium dan irigasi bukan 
premium. Irigasi premium adalah 
irigasi yang airnya terjamin 
dengan adanya ketersediaan 
pasokan air dari bendungan. “Kita 
telah menargetkan bahwa nanti 
di tahun 2017, tingkat kerusakan 
bendungan akan kurang dari 5%,” 
jelas Mudjiadi.

Hal kedua yang penting, yaitu 
penyempurnaan sistem irigasi. 
Hal ini berarti bahwa dalam 
sebuah planning, sistem operasi, 
maintenance dan monitoring 
irigasi telah diperhitungkan 
secara matang terlebih 
dahulu sebelum mengusulkan 
pembangunan jaringan irigasi 
baru. Hal ini sejalan dengan 
modernisasi yang kita laksanakan, 
karena modernisasi bertujuan 

bagaimana memudahkan sistem 
operasi. “Bila kita berbicara 
irigasi secara keseluruhan, maka 
kita memerlukan kesuksesan 
dari kegiatan monitoring, yang 
sangat memerlukan penggunaan 
teknologi informasi,” tegas Dirjen 
SDA lagi.

Khusus untuk irigasi besar 
yang memiliki luas minimal 
di atas 10.000 ha, tidak pelak 
lagi harus memiliki operation 
room. Dikatakan Dirjen SDA 
bahwa di tahun depan Ditjen 
SDA harus sudah memiliki pilot 
project berkaitan dengan hal 
itu. Operation Room ini nantinya 
akan berlokasi di lantai 3 gedung 
Menteri, dan merupakan hasil 
kerja sama dengan Korea. “ Saya 
mohon agar dari sekarang hal-hal 
tersebut dapat mulai kita set-up,” 
Mudjiadi mengarahkan.

Hasil yang diharapkan dari 
keseluruhan proses manajemen 
air dan modernisasi irigasi 
adalah didapatkannya kepastian 
waktu, peningkatan kualitas hasil 
konstruksi, serta pengerjaan 
yang lebih sederhana dan 
simpel. “Mesti diingat, bahwa 
selama ini salah satu kelemahan 
kita adalah dalam hal quality 
control”, jelas Dirjen SDA lagi. 
Sering kali direncanakan dan 
ditetapkan kekuatan konstruksi 
dalam hitungan tahun, semisal 
20 tahun, namun tidak ada yang 
dapat sangat yakin dan pasti akan 
keakuratan prediksinya. Hal ini 
terletak pada kurangnya quality 
control yang dilaksanakan.

Hal keempat adalah pengelolaan 
institusi pengelola irigasi. Saat ini 
terdapat Unit Pengelola Irigasi 
yang terdiri top management 
hingga low management. Tidak 
menutup kemungkinan bahwa 
nanti unit pengelola irigasi ini 
akan dijadikan manajemen 
secara struktural yang jelas. Hal 
ini sangat berkaitan nantinya 
dengan faktor yang kelima, yakni 
pemberdayaan sumber daya 
manusia di bidang irigasi. (nan)
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F O K U S

Salah satu perwujudan dari cita-cita Nawacita yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan 
menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Cara yang dilakukan antara lain dengan 
membangun kedaulatan pangan, mewujudkan kedaulatan energi, mewujudkan ketahanan air. 
Salah satu program operasionalnya adalah dengan membangun bendungan. Pada rencana kerja 
2015–2019 dan sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia, ditargetkan dibangun 65 bendungan. 
Namun demikian, salah satu kendala yang akan dihadapi dalam pembangunan bendungan 
adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan lahan, khususnya lahan kawasan hutan. Untuk 
itulah dilaksanakan kegiatan sarasehan strategi percepatan penyelesaian perizinan pembangunan 
bendungan di kawasan hutan (10/4), bertempat di lantai 3 ruang rapat Gedung Sumber Daya Air, 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

KENDALA LAHAN
HARUS MENJADI PERHATIAN
DALAM PEMBANGUNAN BENDUNGAN 
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Acara sarasehan tersebut di hadiri 
oleh Mudjiadi, Direktur Jenderal 
Sumber Daya Air Kemen PUPR, 
Arie Setiadi Moerwanto, Kepala 
Badan Litbang Kemen PUPR, para 
pejabat eselon 2 di lingkungan 
Ditjen Sumber Daya Air, dan para 
pelaksana pekerjaan bendungan 
di seluruh Indonesia.

Dalam arahannya Direktur 
Jenderal Sumber Daya Air 
mengkehendaki agar sebelum 
dilakukan pembangunan 
konstruksi pembangunan 
bendungan, maka permasalahan 
terkait lahan harus diselesaikan 
terlebih dahulu.

“Kegiatan sarasehan ini menjadi 
ajang tukar menukar pengalaman 
masing-masing pelaksana 
pembangunan bendungan 
dalam penyelesaian perizinan 
pemakaian lahan di kawasan 
hutan ataupun lahan masyarakat. 
Dikarenakan kita ditargetkan 
untuk membangun banyak 
bendungan maka harus dilakukan 
percepatan. Namun, sebelum 
dilakukan pembangunan 
konstruksinya, maka peruntukan 
lahannya harus sudah selesai, 
misalnya terkait dengan tukar 
menukar kawasan hutan (TMKH) 
atau dengan pinjam pakai 
kawasan hutan (PPKH)” jelas 
Mudjiadi.

Dalam kegiatan Sarasehan ini 
dipaparkan upaya pelaksana 
pembangunan Jatigede dalam 
melakukan proses ijin peruntukan 
kawasan hutan untuk keperluan 
tapak bendungan. Proses ini 
memerlukan alur administrasi 
yang melibatkan banyak pihak. 
Direktur Jenderal Sumber Daya 
Air mengingatkan agar pelaksana 
pembangunan bendungan 

memperhatikan setiap proses-
proses untuk melakukan TMKH 
dan PPKH tersebut, dan juga 
sebelum dilakukaannya perjanjian 
kerjasama dengan instansi terkait, 
harus dikonsultasikan terlebih 
dahulu dengan Direktorat terkait.

“Saya mengingatkan kepada 
para pelaksana pembangunan 
bendungan, agar melaporkan 
secara rutin perkembangan 
proses pembangunan masing-
masing bendungan. Jika ada hal 
yang memerlukan perjanjian 
kerjasama, harus dikonsultasikan 
terlebih dahulu kepada Direktorat 
teknis. Ini untuk menjaga agar 
setiap proses pelaksanaan 
pembangunan bendungan 
berjalan dengan baik.” Tegas 
Mudjiadi.

Selain kendala lahan kawasan 
hutan, setiap pelaksana 
pembangunan bendungan 
juga harus memperhatikan 
terkait dengan kendala lahan 
masyarakat. Relokasi lahan 
masyarakat, pembayaran ganti 
rugi lahan, dan status aset 

tanah harus jelas. Hal ini untuk 
meminimalisasi klaim-klaim.

“Klaim-klaim terhadap aset tanah 
biasanya muncul ketika pelaksana 
pembangunan bendungan itu 
mulai melakukan konstruksi 
seperti pembuatan jalan akses, 
atau mobilisasi alat. Ketika terjadi 
klaim aset tanah, dan alat-alat 
tidak bisa difungsikan atau idle, 
ini akan berdampak kepada 
klaim pembiayaan nantinya. Ini 
juga harus menjadi perhatian 
bagi pelaksana pembangunan 
bendungan nantinya” tambah 
Hartanto, Sekretaris Ditjen 
Sumber Daya Air.

Kegiatan sarasehan yang bertema 
“Strategi Percepatan Penyelesaian 
Perizinan Pembangunan 
Bendungan di Kawasan Hutan” ini 
merupakan bagian dari rangkaian 
acara peringatan Hari Air Dunia 
tahun 2015. Pada tahun ini Hari 
Air Dunia mengambil tema Air 
dan Pembangunan Berkelanjutan. 
(datin sda)
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I N F R A S T R U K T U R  K I T A

DATA TEKNIS

Hidrologi
Luas DPS Bolong	 :	 5,09 km2

Panjang alur sungai utama	 :	 2,70 km
Debit banjir rancangan	 :	 72,697 m3/det (Q1000)
Luas genangan embung	 : 	 + 8,2 Ha
Debit puncak	 :	 72,70 m3/det

Embung
Tipe embung	 :	 Timbunan tanah homogen
Lebar puncak embung	 :	 8,00 m
Panjang embung	 :	 186,21 m
Elevasi puncak embung	 :	 + 61,5 m
Tinggi maksimum embung	 :	 14,10 m 
Kemiringan lereng embung	 :	 hulu 1:3, hilir 1:2,5
Elevasi muka banjir Q1000	 :	 + 60,05 m
Elevasi muka air normal	 :	 + 59.00 m
Volume tampungan	 :	 294.500 m3

Saluran Pengelak
Konstruksi tunnel	 :	 Sruktur beton bertulang K-175 	
		  segi empat
Dimensi tunnel	 :	 3.0 x 3.0 m
Elevasi dasar apron	 :	 + 49,00 m
Elevasi dasar outlet	 :	 + 46,00 m

Embung Sungai Bolong terletak di Kabupaten Nunukan, di mana 
untuk mencapai lokasi tersebut dari kota Samarinda, dapat ditempuh 
melalui jalur air, udara atau darat, semisal Samarinda–Balikpapan lewat 
jalur darat dapat ditempuh dengan waktu sekitar 2,5 jam. Lalu dari 
Balikpapan–Tarakan melalui jalur udara memiliki waktu tempuh sekitar 
50 menit. Bila melalui jalur udara, maka Tarakan–Kabupaten Nunukan 
dapat dicapai sekitar 15 menit. Sementara itu, untuk ke lokasi dapat 
ditempuh waktu dengan kendaraan bermotor sekitar 20 menit dari 
Bandara Nunukan. 

Maksud dan tujuan dibangunnya Embung Sungai Bolong ini adalah 
untuk memenuhi kebutuhan air baku dalam rangka mengatasi 
kekurangan air bersih, khususnya di Kabupaten Nunukan, sehingga 
diharapkan secara keseluruhan mampu memenuhi kebutuhan air baku 
sebesar 80% dari jumlah penduduk Kabupaten Nunukan.

Pembangunan Embung Bolong dibiayai melalui APBN Murni. Fisik 
embung mulai dibangun pada tahun anggaran 2006 hingga 2008, 
sedangkan untuk fasilitas embung (landscape, pipa transmisi dan 
pompa) di tahun anggaran 2009 hingga 2011, dengan total pembiayaan 
sejumlah Rp 34.426.512.000,-

PENYEDIAAN AIR BAKU BWS KALIMANTAN III:
EMBUNG BOLONG
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DATA TEKNIS

Hidrologi
Sungai 	 :	 Sungai Pancang
Luas Daerah Aliran Sungai	 :	 7,15 km
Hujan rata-rata tahunan	 :	 93,122 mm/hari
Debit banjir rencana (Q100)	 :	 130.89 m3/det

Tubuh Embung
Tipe	 :	 Urugan tanah
Kemiringan hulu dan hilir	 :	 1:3 dan 1:2
Tinggi bendungan	 :	 10 m
Volume tampungan	 :	 450.000 m3

Diversion
Konstruksi	 :	 beton bertulang
Panjang terowongan	 :	 9.70 m
Elevasi hulu dan hilir	 :	 +17.50 m dan 15.00 m

Lokasi pekerjaan lanjutan Embung Sebatik terletak di Desa Lapri, 
Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan 
Timur. Untuk mencapainya, dapat ditempuh melalui perjalanan darat 
sekitar 2,5 jam, melalui udara pada jalur Balikpapan–Tarakan sekitar 
50 menit, dan menggunakan speedboat dengan jalur Tarakan–Sebatik 
dapat dicapai dengan waktu tempuh sekitar 3 jam.

Dengan terus berkembangnya Kabupaten Nunukan menjadi daerah 
transit dan jasa, tentunya membutuhkan peningkatan prasarana dan 
sarana pendukung. Di samping itu, tentunya jumlah penduduk transit 
dan musiman maupun penduduk tetap akan membutuhkan supply air 
yang sangat besar. Pulau Sebatik merupakan bagian dari Kabupaten 
Nunukan yang memiliki luas wilayah 246,61 km2 dengan jumlah 
penduduk 22.054 jiwa (tahun sensus 2010), yang mana untuk memenuhi 
kebutuhan air bersih masih mengandalkan bak penampungan dari air 
hujan, dikarenakan kemampuan dalam penyediaan air baku untuk air 
bersih tidak mencukupi, sedangkan operasional air bersih dari PDAM 
hanya berasal dari sumur-sumur dalam. Sejauh ini, PDAM hanya mampu 
melayani kebutuhan air bersih masyarakat di Pulau Sebatik hingga 
sekitar 30%. Tujuan utama pembangunan Embung Sebatik adalah 
untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Pulau Sebatik, Kabupaten 
Nunukan, dengan debit pengambilan sebesar 150 liter/det untuk 
memenuhi sambungan rumah 23.000 Kepala Keluarga.

PENYEDIAAN AIR BAKU BWS KALIMANTAN III:
EMBUNG SEBATIK

Pembiayaan pembangunan Embung Sebatik dilakukan secara bertahap 
dianggarkan dengan total pembiayaan pembangunan sejumlah 
Rp 69.998.637.700,-
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I N F R A S T R U K T U R  K I T A

Bendungan Jatigede dibangun dengan manfaat untuk mengairi irigasi khususnya daerah irigasi 
rentang seluas 90.000 hektar, dengan volume tampungan efektif 980 juta m3, yang dapat digunakan 
untuk tenaga listrik sebesar 110 MW. Bendungan Jatigede sudah lama dikaji, namun demikian baru 
dimulai konstruksi pada tahun 2008. Saat ini, diharapkan pada awal Agustus 2015 nanti dapat 
dilakukan pengisian air bendungan (impounding) Jatigede. Kendala utama dalam pembangunan 
bendungan ini adalah penyelesaian dampak sosial kemasyarakatan berupa pembayaran ganti 
rugi lahan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2015 tentang penanganan 
dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk Jatigede, maka Pemerintah pun mulai 
melakukan langkah pembayaran ganti rugi lahan tersebut. 

GANTI RUGI PEMBEBASAN LAHAN JATIGEDE 
MULAI DIBAYARKAN
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Kegiatan pembayaran ganti rugi 
lahan tersebut dibayarkan secara 
bertahap mulai tanggal 26 Juni 
2015 – 26 Agustus 2015. Sebagai 
kegiatan awal dibayarkan kepada 
2.000 KK dari total 11.000 KK 
yang dibayarkan. Pembayaran 
dilakukan di SMP 1 Jatigede. 
Kegiatan tersebut dipantau dan 
dihadiri oleh Direktur Jenderal 
Sumber Daya Air, Mudjiadi, Wakil 
Bupati Sumedang, Eka Setiawan, 
kepala Dinas Pengelolaan 
sumber Daya Air (PSDA) Provinsi 
Jawa Barat, perwakilan Badan 
Pertanahan Nasional (BPN), 
hingga perwakilan Muspida 
setempat.

“Alhamdulillah pada hari ini (26/9) 
kita melakukan pembayaran 
tahap pertama kepada 2.000 KK 
yang terbagi dalam dua klaster, 
di mana pembagian klaster 
terdiri dari klaster A berupa uang 
tunai untuk rumah pengganti 
dengan nilai pengganti 122 juta 
Rupiah, dan klaster B berupa 
uang santunan untuk warga yang 
sebelumnya sudah mendapatkan 
santunan rumah pengganti, 
namun belum pindah rumah 
dengan nilai santunan 29 juta 
Rupiah. Total dana yang disiapkan 
sebesar 741 miliar Rupiah,” jelas 
Mudjiadi.

Dengan dimulainya pembayaran 
ganti rugi ini, maka Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat mempersiapkan untuk 
pelaksanaan pengisian air 
bendungan. Pengisian air 
bendungan (impounding) sendiri 
akan memakan waktu 219 hari. 
Sebelum dilakukan pengisian, 
maka dilakukan beberapa 
tahapan.

“Jadi sebelum dilakukan 
pengisian kami melakukan 
beberapa tahapan, yaitu tahap 
pengosongan area genangan, 
berupa pengosongan area 
penduduk. Dan pembayaran 
ganti rugi ini sebagai bagian dari 
tahapan pengosongan tersebut, 
kemudian tahapan pembersihan 
area genangan, dan barulah 
tahapan pengisian (impounding)”, 
lanjut Mudjiadi.

Bendungan Jatigede sudah lama 
ditunggu-tunggu untuk dapat 
segera difungsikan. Oleh karena 
itu diharapkan agar proses 
pembayaran ini dapat berjalan 
dengan lancar, tahapan pengisian 
dapat berjalan sesuai dengan 
waktu yang telah diperkirakan, 
dan manfaat Jatigede dapat 
dirasakan oleh masyarakat.(datin 
sda)
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S U D U T  P A N D A N G

Sejarah telah mencatat bahwa sungai adalah tempat berawalnya peradaban 
manusia. Sejak dahulu kala sungai sudah menjadi koridor depan, gerbang 
awal perkembangan sejarah manusia. Hal ini dikarenakan sungai menjadi 
transportasi utama mobilitas sosial. Namun, seiring berjalannya waktu 
dan bertambahnya jumlah penduduk, saat ini sungai berubah seperti 
berubahnya fungsi sungai yang menjadi tempat pembuangan akhir, air 
yang menghitam, dan tidak terawat hampir terlihat di beberapa sungai di 
Indonesia.

Masih ada beberapa masyarakat 
Indonesia yang tidak sadar 
akan pentingnya keberadaan 
sungai untuk kehidupan. Mereka 
belum menyadari secara betul 
bahwa sungai merupakan 
satu kesatuan dari alam yang 
menyeimbangkan kehidupan 
manusia, adanya tangan-
tangan jahil yang membuang 
sampah sembarangan di sungai 
dan membangun bangunan 
di bantaran sungai, yang 
mengakibatkan sedimentasi 
berlebih di sungai.

MENGELOLA KORIDOR SUNGAI
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“Beberapa permasalahan sungai 
di perkotaan adalah seperti 
pemanfaatan atau hunian di 
bantaran, pencemaran yang 
dilakukan oleh limbah rumah 
tangga atau industri, dan sungai 
sebagai halaman belakang, serta 
kewenangan pengelolaan,” ujar 
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai 
Serayu Opak Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air, Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat, Agus Suprapto, 
Yogyakarta, (28/5).

Selain itu ada beberapa 
perencanaan untuk melakukan 
pengelolaan, seperti identifikasi 
pemangku kepentingan, 
memahami proses fisik dan 
biologi, dan pengurangan 
resiko, dan ketidakpastian, serta 
penanganan multi sektor. “Satu 
sungai, satu perencanaan, satu 
kesatuan pengelolaan,” jelas Agus 
Suprapto.

Dalam pengelolaan diperlukan 
beberapa upaya seperti 
merencanakan, melaksanakan, 
memantau, mengevaluasi, 
penyelenggaraan konservasi 
sumber daya air, pendayagunaan 
sumber daya air, dan 
pengendaluan daya rusak air. 

Namun dari semua itu masih ada 
beberapa sekolompok komunitasi 
yang peduli akan keberdaan 

sungai dan lingkungannya. 
Adapun komunitas tersebut 
tergabung kedalam Komunitas 
Gadjah Wong, Komunitas Sungai 
Winongo, serta Komunitas Sungai 
Tambakbayan yang seluruhnya 
melintas di kawasan perkotaan 
Yogyakarta.

Dalam dialog antara para 
komunitas pencinta sungai 
yang dilakukan di pinggiran 
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S U D U T  P A N D A N G

Sungai Gadjah Wong membahas 
mengenai mengelola koridor 
sungai berbasis masyarakat 
menuju kawasan yang bersih, 
sehat, dan produktif. Masing-
masing komunitas menceritakan 
mengenai kondisi terkini, yaitu 
Sungai Code, Sungai Gadjah 
Wong, Sungai Winongo, dan 
Sungai Tambakbayan.

Masing-masing komunitas 
menceritakan tentang zona-
zona yang dibuat, seperti 
zona merah (area palung 
sungai dan hulu sungai) yang 
merupakan zona terlarang untuk 
pemanfaatan selain bangunan 
sungai/pengairan, zona kuning 
(sempadan sungai) yang 
merupakan zona pemanfaatan 
sangat terkendali terkait dengan 
fungsi pelestarian air dan 
biodiversity, dan zona hijau yang 
merupakan zona pemanfaatan 
terkendali dengan konsep 
infrastruktur hijau dan eco friendly 
water front city, serta zona biru 
yang merupakan zona penataan 

terkait fasilitas umum, ramah 
lingkungan, dan penerapan 
konsep M3K (mundur, munggah, 
dan mandhep kali).

Seperti yang dikatakan oleh Totok 
Prapoto, seorang pemerhati Kali 
Code. Totok mengungkapkan 
Komunitas Kali Code merupakan 
komunitas yang sudah lama 
berdiri dan mendapat dukungan 
penuh dari Gubernur DIY. Saat 
ini Kali Code telah dilakukan 
penataan, namun di awal tahun 
2015 sempat dilanda banjir yang 
disebabkan oleh banjir lahar 
dingin yang mengakibatkan 
genangan di sekitar bantaran 
sungai, ke depannya diharapkan 
dapat dibangun kampung susun 
dan sekolah sungai.

Untuk memperkuat wadah 
kelembagaan komunitas, Totok 
Pratopo mengusulkan Kepada 
Gubernur DIY agar diperkuat 
melalui wadah koordinasi 
Kelompok Kerja (Pokja) komunitas 
sungai dengan dukungan dari 

pemerintah baik pusat maupun 
daerah, pada akademisi hingga 
pihak swasta.

Selain perkuatan kelembagaan, 
komunitas yang lain seperti 
komunitas Sungai Tambakbayan 
mengusulkan program 
mendesak pengelolaan 
Sungai Tambakbayan dengan 
penyusunan rencana induk 
koridor Sungai Tambakbayan, 
revitalisasi Embung Tambakboyo 
hingga pengembangan potensi 
tampungan air.

“Komunitas Gadjah Wong 
mengusulkan kegiatan mendesak 
berupa penyelematan mata air 
di sekitar Sungai Gadjah Wong,” 
ujar Totok Pratopo. Sebagaimana 
diketahui bahwa dahulu Sungai 
Gadjah Wong merupakan sungai 
bersejarah, yang mempunyai 
44 mata air namun dikarenakan 
kerusakan lingkungan, saat ini 
hanya 26 mata air yang tersisa.

“Saya mendukung, menerima, 
dan menampung semua usulan 
dari para anggota komunitas ini, 
dengan konsep M3K diharapkan 
ke depan akan ada ruang terbuka 
hijau bagi masyarakat untuk 
beraktivitas, sempadan sungai 
menjadi teratur, masyarakat 
tinggal di kampung susun yang 
tertata rapi, sungai menjadi 
bersih, sungai menjadi sehat, 
perekonomian masyarakat 
bias meningkat, langkah awal 
yang perlu dilakukan anggota 
komunitas adalah memperkuat 
kelembagaan pokja komunitas 
sungai tersebut” jelas Sri Sultan 
Hamengku Bawono X.

Selain itu, Gubernur DIY juga 
menampung dan menerima 
semua usulan serta masukan dari 
anggota komunitas tersebut, 
dan akan ditindaklanjuti dengan 
penyusunan program yang jelas 
dan konkrit. Namun sebelum 
semua program berjalan, 
diharapkan agar para anggota 
komunitas segera memperkuat 
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kelembagaan Pokja komunitas 
sungai tersebut, agar pada saat 
pelaksanaan program dapat 
dilaksanakan sesuai aturan yang 
berlaku.

Balai Serayu-Opak 
mempersiapkan program 
mulai kolam detensi untuk 
pengendalian banjir di kawasan 
UGM, pembangunan embung 
langensari, program penghijauan 
sempadan sungai, hingga 

operasi pemeliharaan embung 
tambakboyo “Jelas Agus Suprapto.
Dialog Pokja komunitas ini 
merupakan pertemuan awal, 
dan akan ditindaklanjuti 
dengan pertemuan-pertemuan 
berikutnya untuk mematangkan 
program pengelolaan koridor 
sungai tersebut.

Adalah sekelompok masyarakat 
yang berkumpul dan peduli 
terhadap lingkungan sungainya 

tergabung dalam Komunitas 
Sungai Code, Komunitas sungai 
Sungai Gadjah Wong, Komunitas 
Sungai Winongo, serta Komunitas 
Sungai Tambakbayan yang 
seluruhnya melintas di kawasan 
perkotaan di Yogyakarta 
mengadakan dialog dengan 
Gubernur Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta dengan 
tema restorasi sungai Indonesia, 
mengelola koridor sungai 
berbasis masyarakat. Acara dialog 

tersebut berlokasi di area pinggir 
sungai Gadjah Wong dihadiri oleh 
Gubernur DIY, Para pejabat di 
lingkungan Pemerintah Provinsi 
Yogyakarta, Kepala Balai Besar 
Wilayah Sungai Serayu Opak, 
akademisi dari UGM, UIN Sunan 
Kalijaga, serta anggota 4 (empat) 
komunitas Sungai di Yogyakarta.
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B E R A N D A

Air merupakan kebutuhan dasar bagi umat manusia yang digunakan setiap hari untuk kelangsungan 
hidup, maka sebagai pengguna air setiap manusia harus menjaga kelestarian air sehingga 
mendapatkan kualitas dan kuantitas air yang baik untuk anak cucu kita kedepannya.

Pelaksanaan Hari Air Dunia (HAD) diperingati oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak ketinggalan 
turut berperan serta dalam memperingati HAD adalah Dharma Wanita Persatuan Unit Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang turut dalam 
pameran HAD, yang dilaksanakan pada 9-10 Mei, di Jakarta.

PEMBINA DHARMA WANITA
KEMENTERIAN PUPR:
TERUSKAN KEGIATAN POSITIF UNTUK JALIN 
KEKERABATAN YANG BAIK
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Selain pameran HAD, juga 
melaksanakan silaturahmi antar 
DWP Ditjen SDA Pusat dan Balai 
Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan 
Balai Wilayah Sungai (BWS) yang 
bertujuan menjaga komunikasi 
antar BBWS dan BWS sehingga 
terjaga tali silaturahmi yang baik, 
Jakarta, (10/5).

“Kegiatan positif ini harus tetap 
dijaga agar ke depannya tetap 
terjalin hubungan yang baik,” ujar 
Ike Mudjadi.

Acara yang diisi oleh kesenian 
kolintang dan gamelan ini 
juga dilaksanakan seminar 
mengenai “Mengenal Lebih 
Jauh Tentang Kanker” yang 
diberikan oleh dr. Nunik Imam 
Santoso. Disela-sela acara 

dilaksanakan pengumpulan 
dana, untuk korban keracunan 
yang terjadi di BBWS Mesuji-
Sekampung yang mengakibatkan 
puluhan karyawan keracunan 
dan mengakibatkan salah satu 
karyawan meninggal dunia.

Kartika Basuki selaku Pembina 
DWP Pusat Kementerian PUPR 
mengingatkan untuk tetap hidup 
sederhana dalam menjalani 
aktivitas sehari-hari dan tetap 
mendampingi para suami dalam 
menjalani aktivitas. (anj/dew/chs)


